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bstrak

Perbedaan Pendapat dalam penetapan Hukum Islam
bukanlah suatu hal vang baru, bahkan sudah terjadi disaat
Rasulullah masih hidup. Begitu juga ketika formulasi KHI,
terlihat jelas adanya dinamika perbedaan pendapat antara Hukum
Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Burgerliik Wetbock)
yvang bertarung dalam mempengaruhi dalam penetapan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam di Tanah air. Banyak faktor yang
menyebabkan dinamika perbedaan pendapat diantaranya karena
adanyaa produk Hukum Perdata ( Burger/ijk Wetboek) yang yang
telah diterapkan sebelum KHI, pengaruh Hukum kolonial ini yang
nantinya banyak mempengaruhi corak pemikiran ahli hukum
nasional ketika itu dalam menetapkan keputusan hukum Islam

dalam KHI. Sedangkan dalam pandangan mayoritas ulama yang
diwakili oleh ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama,
memandang bahwa Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek) dan
Hukum Adat banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari jawaban apa,
kenapa dan bagaimana di akhir perbedaan pendapat tersebut di
akhiri dengan banyaknya masuk Hukum Adat dan Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) dan perumusan KHI. Walaupun sebagian
besar muatan pasal-pasal dalam KHI masih banyak mengadopsi
fikih yang sudah familiar di Indonesia yang notabene bermazhab
syafi’i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
metode  penelitian  ini  berusaha menggambarkan dan
menginterpretasikan objek kajian sesuai apa adanya. Data
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dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam
dan dokumentasi literatur pustaka. Karena sulit dan sedikitnya
informasi terkait tokoh vang terlibat dalam formulasi KHI, dalam
proses pengumpulannya penulis menggunakan strategi snow ball
sampai data vang diperoleh jenuh dan dirasa telah
mencukupi.metode dokumentasi memperoleh data terkait
formulasi KHI dari diperoleh dari arsip-arsip, naskah, buku surat
kabar, majalah dan sebagainya yang terkait dengan dinamika
perbedaan pendapat dalam formulasi KHI. Metode vyang
digunakan untuk mengelola data menggunakan metode indutif
vaitu data yang telah diperoleh diperiksa dan didilakukan
verifikasi dengan mennggunakan teknik analisis reduksi data
yaitu memilah dan memilih hal-hal pokok dan penting. Setelah
dilakukan verifikasi data barulah melakukan penyajian data dan
penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa
pertanyaan dari rumusan masalah dalam desertasi penulis ini.
Hasil penelitian menunjukkan terlihat jelas akan fakta
keterlibatan para ulama Indonesia khsusnya di kalangan ulama
Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam formulasi awal KHI,
hal ini terlihat dari banyaknya para ulama ketika itu terlibat
langsung menjadi responden dan peserta lokakarya KHI di Jakata
pada tahun 1988. Namun dalam proses selanjutnya, ketika adanya
jeda waktu sebelum keluarnya inpres KHI (tahun 1988-1991),
penulis menemukan adanya perubahan beberapa bunyi pasal dan
masuknya beberapa pasal hukum dalam KHI yang ditenggarai
telah disusui oleh tangan-tangan petinggi di lingkungan
Mahkamah Agung dan Departemen Agama dimasa itu. Hal ini
dapat terlihat dengan adanya beberpa pasal dalam KHI yang
berbeda dari putusan yang telah disepakati sewaktu lokakarya
ulama tahun 1988. Dan dalam proses selanjutnya ketika para
ulama mengetahui adanya pasal-pasal susupan dan yang dianggap
berbeda dari kesepakatan sebelumnya. Sehingga diawal-awal
keluarnya Inpres KHI tersebut banyvak melahirkan reaksi oleh
sebahagian ulama vyang dengan tegas melakukan penolakan
terhadap beberapa pasal yang berbeda tersebut. Namun dalam
perjalananya karena kuatnya kebijakan dan pengaruh beberapa
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petinggi di kalangan Mahkmah Agung dan Depag ketika itu,
lambat laun penolakan ulama tersebut semakin meredup.

Penulis dapat menyimpulkan dalam dinamika perbedaan
pendapat dalam masalah hukum waris, hibah dan wasiat telah
melahirkan tiga kelompok corak pemikiran Hukum Islam di
Indonesia:  Pertama, kelompok bercorak akulturasi, yaitu
kelompok yang menentang pemikiran yang melanggar nas qgat 7,
kelompok ini tegas berpendapat bahwa hukum waris bersifat
jbari (harus patuh seperti apa adanya) dan gof'/ (tetap) dan
dalam hal memandang adat istiadat harus tunduk dengan nash.
Kedua, kelompok bercorak asimilatif yaitu Pemikiran hukum
ulama penggagas Fikih Indonesia yang memandang adat istiadat
asli Indonesia sebagai dalil (petunjuk) hukum utama dan
menyatakan perlunya penguatan jjma lokal dan ijtihad ulama
Indonesia sebagai dalil hukum yang mesti berlaku di Indonesia,
kelompok kedua ini mencoba mencari tafsir baru dalam
memahami nas gat’i dan menawarkan pola pikir hukum Islam
inklusif. Ketiga kelompok bercorak Hammonisasi, kelompok ini
mengadopsi fikih yang sejalan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Ciri kelompok ini cendrung
melihat kepentingan negara sebagai mashlahat yang utama dan
perlu memproritaskan maslahat yang dinilai lebih besar ini jika
bertentangan dengan mashlahat yang lebih kecil dan sempit
(istihsan), walaupun mashlahat tersebut dinilai bertentangan
dengan hukum Islam yang sudah mapan. Argumen kelompok ini
mencontoh kebijakan Umar Bin Khattab dalam memutuskan
hukum dengan melihat mashlahat yang dinilai lebih besar ketika
itu.

Teori baru yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa
setiap hukum yang lahir dari kesadaran masyarakat dan telah
melalui proses yang benar akan mudah diterima di tengah-tengah
masyarakat. Namun sebaliknya jika hukum yang produknya
dipaksakan oleh penguasa maka akan menimbulkan polemik di
tengah masyarakat bahkan tidak jarang terjadi konflik. Namun
dalam suatu kondisi tertentu ketika munculnya polemik antara
hukum Adat, Islam dan BW, pemerintah harus campur tangan dan
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tegas jika pemerintah melihat adanya kepentingan negara dalam
menjaga kemaslahatan masyarakat banyak dan menghilangi
kemungkinan munculnya kerusakan dan kemudharanan ditengah-

tengah masyarakat banyak.

Kata kunci: Dinamika, Perbedaan Pendapat, Formulasi,
Kompilasi Hukum Islam,Waris, Hibah dan Wasiat.
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